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D. Dasar Hukum
Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar pertimbangan:

c. Ruang Lingkup

Adapun Surat Edaran ini memuat ketentuan terkait dengan
pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit di lingkungan Instansi
Pemerintah sebelum dan setelah diundangkannya Peraturan Presiden
Nomor91 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor92 Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan
1.Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan

pengawasan penerapan sistem merit di lingkungan Instansi Pemerintah
pasca pengalihan tugas dan fungsi KomisiAparatur Sipil Negara (KASN)
kepada Kementerian PANRB dan BKN agar penyelenggaraan
pengawasan sistem merit tetap dapat terlaksana.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan agar Instansi Pemerintah

dapat memahami dan mengetahui mengenai mekanisme pelaksanaan
pengawasan penerapan sistem merit pasca pengalihan tugas dan fungsi
KASNkepada Kementerian PANRBdan BKN.

A. Latar Belakang
Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah diterbitkan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor92 Tahun
2024 tentang Badan KepegawaianNegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna menjamin kesinambungan

pengawasan penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah dipandang
perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengalihan Pelaksanaan
Pengawasan Sistem MeritDalam ManajemenAparatur Sipil Negara.
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E. lsi Edaran
1.Bahwa berdasarkan Pasal 28A Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun

2024 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun

2024, maka tugas dan fungsi KASNberalih kepada Kementerian PANRB
dan BKN.

2. Adapun pembagian tugas dan fungsi tersebut sebagai berikut:
a. Kementeriaan PANRB

Kementeriaan PANRB menetapkan kebijakan pengawasan
penerapan sistem merit.

b. BKN
BKN melaksanakan pengawasan penerapan sistem merit yang
meliputi:
1)pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode
perilaku ASN;

2) pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam
kebijakan dan Manajemen ASNpada Instansi Pemerintah;

3)menjaga netralitas PegawaiASN;dan
4) pengawasan atas pembinaan profesi ASN.

3. Dalam rangka terlaksananya tertib administrasi pengalihan tugas dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar PPKmelaksanakan
ketentuan sebagai berikut:
a. surat dan/ atau dokumen dari Instansi Pemerintah terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi KASNyang telah diterima dan diproses

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor91 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi; dan
4. Peraturan Presiden Nomor92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian

Negara.
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AHAZWARANAS

MENTERIPENDAYAGUNAAN

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Bapakjlbu,

disampaikan terima kasih

KASN sebelurn berlakunya Surat Edaran ini, PPKj PyB melaporkan

kepada Menteri PANRB.

b. surat danjatau dokumen dari Instansi Pemerintah terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi KASNyang telah diterima dan belum

diproses oleh KASN setelah berlakunya Surat Edaran ini, PPKjPyB

mengusulkan dan melaporkan kepada Kepala BKN.
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